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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjabaran pada bab sebelumnya maka kesimpulan yang bisa 

diambil adalah bahwa: 

Putusan MK No.67/PUU-XI/2013 memberikan kekuatan hukum terhadap 

pelunasan upah pekerja/buruh dari suatu perusahaan yang mengalami kepailitan. 

Putusan Mahkamah Konstitusi menempatkan upah yang belum dibayarkan oleh 

debitur harus didahulukan dari semua jenis tagihan lainnya. Perusahaan yang 

mengalami kepailitan tetapi masih beroperasional setelah putusan pailit maupun 

putusan pengadilan yang dapat menghentikan operasional sebuah perusahaan, 

tetap harus melakukan harus mengutamakan pembayaran upah pekerja/buruh. 

Perusahaan yang telah menerima putusan pailit oleh pengadilan tidak boleh sama 

sekali mengurangi atau menghilangkan hak-hak pekerja/buruh. Hal ini 

berdasarkan hasil putusan perkara Mahkamah Konstitusi No.67/PUU-XI/2013 

yang merupakan hasil pengkabulan permohonan pengujian Pasal 95 ayat (4) 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang melindungi hak-hak pekerja dan kesejahteraan umat manusia. Putusan 

ini merubah praktek yang selama ini menempatkan hak pekerja berada pada 

urutan terakhir. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, penulis memberikan saran-saran 

sebagai berikut : 

1. Perusahaan yang mengalami kepailitan diharapkan mematuhi Putusan MK 

No.67/PUU-XI/2013, dengan mengutamakan pelunasan pembayaran upah 

sebagai hak konstitusional para pekerja/buruh yang tidak boleh dikurangi atau 

dihilangkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. 

2. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dengan lembaga 

legislatif dalam rangka melakukan pengawasan terkait dengan peraturan yang 

dapat merugikan hak-hak pekerja/buruh ketika suatu perusahaan mengalami 

kepailitan. 

3. Para pekerja/buruh diharapkan lebih inisiatif dalam memberikan masukkan-

masukkan kepada pemerintah (stake holder) sehingga dapat memberikan 

sumbangan pemikiran demi terciptanya pemenuhan hak pekerja/buruh, 

khususnya mengenai pemenuhan upah. 
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